http://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
e
Mengingat : L.

BUPATI PEMALANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/
jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata
kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan
barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenubhi
kebutuhan masyarakat, perlu diatur tata cara pengadaan
barang/jasa di Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa menyebutkan
bahwa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang
pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa diatur oleh Bupati dalam bentuk
Peraturan Bupati, dengan tetap berpedoman pada
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ini dan memperhatikan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/
Jasa di Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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10.

11.

12.

Undang-Undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan [Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuri 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik (ndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mula: Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelalkisanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indor.esia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5558);

Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedomzn Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Mer-eri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Mer:eri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata (Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1867);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun
2006 tentang P’edoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahur. 2006 Nomor 16);

Peraturan Bupat. Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (Berita Deerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Nomor 8), sch:zgaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Pemalanz Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor
8);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPAT. TENTANG TATA CARA PENGADAAN

BARANG/JASA DI DESA.

3AB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur cdan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempa: berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisionz. yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Fepublik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyclenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setemp:zt dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala IDesa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh
masyarakat melalui pemilihan Kepzla Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pengadaan Barang/Jasa Desa yar.2 selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh
Pemerintah Desa, yang dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui
penyedia barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Penyedia adalah
badan usaha atau perorangan yanz menyediakan barang/ jasa.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/ata.. diawasi oleh tim pengelola kegiatan.

Tim Pengelola Kegiatan yang sclanjutnya disingkat TPK adalah tim yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari
unsur Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur
lainnya untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

BAB II
RUANC LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang
pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
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(1)
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(1)
(2)
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BAB III
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa di Desa mznerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan days vang minimum untuk mencapai kualitas
dan sasaran dalam waktu y:ng ditetapkan untuk mencapai hasil dan
sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. efektif, berarti pengadaan barzng/jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran vang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar besarnya,

c. transparan, berarti semua ke zntuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
masyarakat dan penyedia yang berminat;

d. pemberdayaan masyarakat, herarti pengadaan barang/jasa harus
dijadikan sebagai wahana perrbelajaran bagi masyarakat untuk dapat
mengelola pembangunan desan;a;

e. gotong royong, berarti penyecizan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh
masyarakat dalam pelaksanazan kegiatan pembangunan di desa; dan

f.  akuntabel, berarti harus sesu:i dengan aturan dan ketentuan yang terkait
dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Para pihak yang terkait dalam pclaksanaan pengadaan barang/jasa harus

mematuhi etika pengadaan yaitu bertanggungjawab, mencegah kebocoran

dan pemborosan keuangan desa scrta patuh terhadap ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

P:sal 4

Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan
memaksimalkan penggunaan I- aterial/bahan dari wilayah setempat,
dilaksanakan secara gotong royorg dengan melibatkan partisipasi masyarakat
setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat setempat.
Pengadaan Barang/Jasa di Desa :ebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
tidak dapat dilaksanakan sccara swakelola, baik sebagian maupun
keseluruhan, dapat dilaksanakan -leh Penyedia yang dianggap mampu.

BAB IV K

TPK

Pasal S

TPK dibentuk oleh Kepala Desa meslalui musyawarah yang dihadiri oleh unsur
masyarakat desa dan dituangkan clalam berita acara.

Pembentukan TPK sebagaimane c¢imaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang.

Dalam hal anggota TPK berlealangan tetap, maka yang bersangkutan
diberhentikan serta kedudukanrya diganti dan diutamakan dari unsur yang
sama.
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(5)
(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan desa.

Tugas TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan

Belanja;

melaksanakan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;

melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;

mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada

Kepala Desa;

menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan

Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan;

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui swakelola,

ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari

anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/

pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis

terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

Contoh format berita acara dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I dan II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

o a0

0

BABV
PENGADAAN BARANG /JASA MELALUI SWAKELOLA

Pasal 6

Swakelola dilaksanakan oleh TPK yang meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban
hasil pekerjaan.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan
konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan tidak
sederhana, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 7

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

a. perkiraan biaya (analisa pekerjaan, harga bahan dan upah serta Rencana
Anggaran Biaya/RAB);

b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

c. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;

d. gambar rencana kerja;

e. spesifikasi teknis.

(2) Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan
Swakelola;

b. kebutuhan barang/jasa termasuk bahan/material untuk mendukung
kegiatan Swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya
dilakukan oleh Penyedia yang dianggap mampu oleh TPK.



http://jdih.pemalangkab.go.id/

£,

(3) Contoh format Rencana Pelaksanuaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

(2)

ayat (1), tercantum pada Lampirar III, IV, V, VI dan VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perzuran Bupati ini.

BAB VI
PENGADAAN BARANC:/.JASA MELALUI PENYEDIA

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa melalui Fenyedia dimaksudkan untuk memenubhi
kebutuhan barang/jasa dalam r:ngka mendukung pelaksanaan Swakelola
maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
Penyedia yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa
harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk
tukang batu, tukang kayu dan sej:nisnya.

Selain ketentuan sebagaimana climaksud pada ayat (2), khusus Penyedia
pekerjaan konstruksi, mampu mernyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan
yang diperlukan dalam pelaksana:zrn pekerjaan.

Pasal 9

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi :

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga pasar setempat atau
harga pasar terdekat dari desa “zrsebut;

b.dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos Kirim atau
ongkos pengambilan atas Barang, Jasa yang diadakan;

c. spesifikasi teknis barang/jasa;

d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana.

Contoh format RAB dan Spesifikes: Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf c, tercantum pada Lampiran VIII dan IX yang

merupakan bagian tidak terpisahken dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Nilai pengadaan barang/jasa sarnpai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. TPK membeli barang/jasa kepaca 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;

b. pembelian sebagaimana dirraksud pada huruf a, dilakukan tanpa
permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis
dari Penyedia Barang/Jasa;

c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/ Jasa
untuk memperoleh harga yan: lzbih murah;

d. Penyedia Barang/Jasa membecrikan bukti transaksi berupa nota, faktur
pembelian, atau kuitansi perjarijian untuk dan atas nama TPK.

Nilai pengadaan barang/jasa d. atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;

b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan TPK dengan
cara meminta penawaran sccara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa
dengan dilampiri daftar bararig/jasa (rincian barang/jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume, dar. satuan);
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3)

(4)

(1)

-

| |

e, penyecila Barapg“asa meny.s\.mpall(an penawaran fer’cuus yang Lenm
daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan) dan hargg;

d. TPK melakukan negosiasi (taw:r- menawar) dengan Penyedia Barang/ Jasa
untuk memperoleh harga yang lebih murah;

e. Penyedia Barang/Jasa membcrikan bukti transaksi berupa nota, faktur
pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Nilai pengadaan barang/jasa di @:as Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah), dilaksanakan dengan ketcr -uan sebagai berikut:

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2
(dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar
barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume,
dan satuan) dan spesifikasi tekr s barang/jasa;

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi
daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan) dan harga;

c. TPK menilai pemenuhan spesiiikasi teknis barang/jasa terhadap kedua
Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;

d. Apabila spesifikasi teknis baranz/jasa yang ditawarkan:

1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan
proses negosiasi (tawar-menzwar) secara bersamaan,;

2. dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap
melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada
Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;

3. tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK
membatalkan proses pengaciaan.

e. Apabila spesifikasi teknis sebiagiaimana dimaksud pada huruf d angka 3,
maka TPK melaksanakan k:mbali proses pengadaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

f. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1
dan angka 2 untuk memperolch harga yang lebih murah;

g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan
Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :

tanggal dan tempat dibuatnja surat perjanjian;

para pihak;

ruang lingkup pekerjaan;

nilai pekerjaan;

hak dan kewajiban para pihak;

jangka waktu pelaksanaan rekerjaan;

ketentuan keadaan kahar: dan

sanksi.

Contoh format Berita Acara Neges:asi (tawar-menawar), Kuitansi, Permintaan

Penawaran, SPK, Evaluasi Penawaran dan Surat Perjanjian, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) clan ayat (3), tercantum pada Lampiran X, X1

XII, X, XIV dan XV yang ¢ rupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

00 SO BN o (1 o=

Pzsal 11

Penyedia yang tidak dapat mery-lesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, dikenakan
sanksi untuk membayar denda kepada TPK sebesar 1 /1000 (satu per seribu)
dari nilai SPK/surat perjanjian untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan.
Denda sebagaimana dimaksud oada ayat (1) dibayarkan ke TPK dan
disetorkan ke Kas Desa melalui Benndahara Desa.
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(3

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(3)

1

TPK dapat melakukan pemutusari kontrak secara septhak apabila denda
keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah melampaui 5%
(lima per seratus) dari nilai Kontrex dan/atau TPK menilai bahwa Penyedia
tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan dan/atau akan melewati
batas akhir tahun anggaran.

Pasal 12

Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang
meliputi :

a. menambah atau mengurangi vol.me pekerjaan;

b. mengurangi jenis pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau

d. melaksanakan pekerjaan tambzhan.

Apabila terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, maka Penyedia harus menyampaikan
penawaran secara tertulis kepada TPK.

TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) terhadap penawaran dari Penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh harga yang lebih
murah.

Perubahan ruang lingkup pekerjaan untuk nilai pengadaan barang/jasa di
atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), harus dilakukan adendum
surat perjanjian dan membuat perubahan ruang lingkup serta total nilai
pekerjaan yang disepakati.

BAB VII
PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati Pemalang dan
masyarakat setempat.

Pengawasan oleh Bupati sebagaim:zna dimaksud pada ayat (1), didelegasikan
kepada Camat di wilayah masing- masing.

Untuk keperluan pengawasan secbagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat
dapat membentuk Tim Pengawas y:ng ditetapkan dengan Keputusan Camat.

lFesal 14

Pembayaran atas pelaksanaan per gadaan barang/jasa secara Swakelola
dan/atau melalui Penyedia dilakukan cengan ketentuan sebagai berikut :

a.

b.

(1)

setiap pengeluaran belanja atas ~eban APBDesa harus didukung dengan
bukti yang lengkap, sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
bukti sebagaimana dimaksud pacla huruf a harus mendapat verifikasi dan

pengesahan oleh Sekretaris Desa;

Verifikasi dan pengesahan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf b diatur lebih lanjut calam Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 15

TPK melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada
Kepala Desa.
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9.

(2) Setelah pelaksanaan pengadaar barang/jasa selesai 100% (seratus
perseratus) dan sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, maka TPK
menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(3) Contoh format Laporan TPK dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan,
sebagaimana dimaksud pada aya: {1)dan ayat (2), tercantum pada Lampiran
XVl dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Fasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku paca tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal
REMALANG,
P
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 33
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ANPRAL

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA M1 SYAWARAH DESA

NOMNOY "% wvisgsms, e s
Padahariing.....couemmm tanggal...... om0 $717) 72 & ; RN 210 | 61 o PTARERNRRSRR
................ , DEFEIIPAL AL ovesssvismssssmesmenesvresses TEIALL dilaksanakan musyawarah
desa dalam rangka pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
........................ Kecamatan ............ ........... Kabupaten Pemalang yang
dihadiri oleh Kepala Desa beserta pera-.gkat, wakil masyarakat dan unsur lain
yang terkait dengan pelaksanaan Kegialan .......coiririiicmnnnmrmnns s i
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir, dengan hasil sebagai
berikut :
1. Membentuk Tim Pengelola Kegiatar Desa ...........cooeeveneen dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut :
Ketua § iR A
SekretarisS @ ..oieeecesesernssnssiienei
Anggota S T e
R
;S —

2. Susunan keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarz1 Desa ini dibuat dalam rangkap
secukupnya untuk dapat dipergunakas seperlunya.

Wakil Peserta Musyawarah Kepala Desa .........coueenennnne
U O P
T ¥
B
BUPATI LANG,
—_

UNAEDI
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LAMPIRANI

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG /JASA DI DESA

CONTOH FORMAT KEFJTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

PEMERINTAH KABPATEN PEMALANG
KECAMATAN . somssmsusipvmsseassinars
KEPALA DESA ..ccomvnmnvenns

KEPUTUSAN KEPALA DESA .o,
NOMOR ........ TABUN 20......

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ........ccoooiiiiiniinns

KECAMATAN ;qososvasssommvass wevea KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA cosaasssnsss ;

Menimbang . bahwa dalam rangzka melaksanakan pengadaan barang/

jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan
ketentuan peraturon perundang-undangan, sehingga hasil
pengadaan barang/jasa  dapat bermanfaat untuk
memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
memenuhi kebutihan masyarakat, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Pengelola Kegiatzn Desa ............ Kecamatan .....ccccceoeeee
Kabupaten Pemalang.

Mengingat . 1. Undang-Uncang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 19350 tentang
Penetapan Nulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1959;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

[‘\

- -

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedcim an Pengelolaan Kekayaan Desa

6. Peraturan Mer ceri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedcimian Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Meiteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

8. Peraturan Hepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasz Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa
di Desa;

9. Peraturan Eupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
sebagaimanz tclah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun
2009 tentang “erubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEM U TUSKAN :

KEPUTUSAN KEFALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA KEGIATAN DESA ..o KECAMATAN
..................... KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN

7 § TR

Membentuk Tim [‘engelola Kegiatan Desa ......................
Kecamatan .........cccocevecevenennnnn Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran .......... dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Tim Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut :

1. menyusun de1 menetapkan rencana pelaksanaan
Pengadaan B:rang/Jasa yang meliputi spesifikasi
teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;

9. melaksanaken pemilihan dan menetapkan Penyedia
Barang/Jasa;

3. menandatanzzni Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/
Surat Perjan :an;

4. melaksanakzn Kontrak dengan Penyedia Barang/
Jasa;

5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasz kepada Kepala Desa;

7. menyerahka~ hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada
Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan;

8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran da hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
Kepala Desa s:tap bulan;

9. menyimpan d:n menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan P:=ngadaan Barang/Jasa.
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KETICA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam melaksan:kan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini
bertanggungjawab <epada Kepala Desa.

Segala biaya yarng timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dii-c ~ankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja DEsal «uss vvssoveneavmnsnans

Keputusan ini muilai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di oo

pada tanggal ....cooveneeniiiniiiiin

KEPALA DESA .....ccooiiiiiiiiinnnnee .

..................................
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] I? -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA...cuounsvamsmm
NOMOR TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
KEGIATAN (TPK) DESA ....ocvovviiriirnennnn,

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA vovssevsavoseimen KECAMATAN ...
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2014
KEDUDUKAN DALAM KEDUDUKAN
NO i, ~ TUGAS DALAM TIM
1. B Ketua
2 B Sekretaris
3. - Anggota
4. Anggota
S. ) Anggota
KEPALA DESA .....cccovmmnmmmmnsanvessis ;

..................................

BUPATI ALANG,

—_—

UNAEDI
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT PERKIRAAN |-[AYA PELAKSANAAN SWAKELOLA

PERKIRAAN BIAYA PZI.AKSANAAN SWAKELOLA

PEKERJAAN ....cooiiiiiiiiiiiinniieeis ceereenesassasans DEBA :osommsmsmnmmrmroes
KECAMATAN ...ccocovvinee KABUPATEN PEMALANG

1. Harga Bahan

No

Jenis Bahan Harga (Rp) Satuan

Keterangan :

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

diisi nomor urut

diisi nama jenis bahan

diisi harga bahan sesuai hasil survey

diisi satuan dari jenis batz-1, misalnya Kg, zak, M3, M?

2. Upah Tenaga Kerja

No

Tenaga Kerja Upah (Rp) Satuan

Keterangan :

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

diisi nomor urut

diisi tenaga kerja, misalr;;a mandor, kepala tukang, tukang, pekerja
diisi upah tenaga kerja

diisi satuan upah tenaga kerja, misalnya jam, hari, bulan

3. Analisa Pekerjaan

Kode
Analisa

_ . Harga Jumlah
fcaan an
Koefisien | Satuan Uraian Pekerja Satuan (Rp) (Rp)

Keterangan :

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

diisi kode analisa sesuai i-ngan Standar Nasional Indonesia (SNI)

diisi koefisien bahan atzu tenaga kerja sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI)

diisi satuan dari bahan atau tenaga kerja

diisi uraian pekerjaan bhe-upa nama pekerjaan, bahan dan tenaga kerja
sesuai dengan Standar lNasional Indonesia (SNI)

diisi harga bahan atau up3ih sesuai dengan tabel harga bahan dan tabel
upah tenaga kerja

diisi hasil perkalian antara koefisien pada kolom 2 dengan harga satuan
pada kolom 5
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. Kencana nggaran Biaya (RAB)
No Uraian Pekerjaan Vollffu_e Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga
1 2 I 3 5 6
B Jumlahl|
- Jumlah I
_ Jumlah I+ 11
. B PPN (10%)
- Jumlah Total
o Dibulatkan
TPK DeSat vvvnieeniniiiieiiieneaee, Kecamatan ...........cccceeenene.
Kabupaten Pemalang
Tahun 20.....
L v Ketag = s
D v Sekretaris s
B emnmensenseinstsdihs Anggota = ...l
Kolom 1 diisi nomor urut pekerjaan utama
Kolom 2 diisi pekerjaan utama Zikuti dengan uraian pekerjaannya, misalnya
Pekerjaan Persiapan, Pekeriaan Drainase dan sebagainya
Koiom 3 diisi volume pekerjaan
Kolom 4 diisi satuan volume pekeija:n, misalnya m?, m? dan sebagainya
Kolom 5 diisi harga satuan pekerjaar yang diperoleh
Kolom 6 diisi jumlah harga satuan ocekerjaan yang diperoleh dari hasil perkalian

antara volume pekerjaar pada kolom 3 dengan harga satuan pekerjaan
pada kolom 5

BUP EMALANG,

JUNAEDI




http://jdih.pemalangkab.go.id/

IdAVNASL,

Zisaeip eied ueduap ues(1ayad uerein denes ugeussyead niyem uesin{iad SUp ¢ g WOOY

T 001

ueguap ueyeqip “efed wnaqes ueeliayjad uveynuniasay edrey yepunl uedusp g woloy
eped uemes vdrey yejwnl erejue uedequad sey Lep ysjolad Bues ueelrnfad 10qoq 1sup @ L WO0Y

DNVIVIN LvdNd g wojoy eped ueeliayad uenjes edrey ueluap ¢ wooy eped ueeliayad
swnoa erejue uenexiad [1Isey wep yspolodip Bued ueveliaxad uemyes edizy yeqwnl sup ¢ 9 WO[0Y
T —— ej088uy e e upelioxad uenyes edrey sup © G WO[0Y
T T T SLIBIINDG e T eAuredeqas uep w ‘ w eAuresiu ‘uesfiayad awmn[oA UBMIES ISP @ $  WO[OY
w = W e sesisvssawane s MSHM.VVM ......................... .A c“mpuxun UESMO> ~WMAU s m EOﬁOVﬂ

efureBeqas uvp sseurelq ueelioyad
..... 0g unye], ‘uedersiad ueellayad vAujesiu ‘efuueelianjad usrein uelusp nnyup ewein ueelapd sup @ g wojoy
Bueeurag varednqey] eurein ueelioyad Joun Jowou 1sup © [ WO[OY
o e SR UBJBUIBODY] *+w e wr e eeeesees esaq MdL : uefue1alay]

uexyenqidg
[e10], yejunpe
! Hoaot! NAd
m | oot | | qepunp
8 L 9 S ¥ € (4 !
11 x| x [xi|mafua]ma|a{a]m]uf: (9 10008 () (d) N e— — -
-2y n3Furpy ediey yejwunp | uenjeg edreq
....... 0T NYVAVODNVY NNHV.L
ONVIVING NALVAEYH * o wereeemrerreesmsesssnsnsasess NVLVIAVOE ©oreeremessessmsensensensnrnsuness VSAd Mdl
............................................................. NVVCAENA TYMAVEe

NYVIENEd NVYNVYSIHVYTAd TYMave LVINAOd HOLNOD

W'SAd Id VSYI/HONVIVE NVVAVONAd VAVO VLVL ONVINAL

102 NNHVYL £t JONWON
DNVIVINEC 1LvdNg NYANLVAHEd
Al NVAIdINVYTT




http://jdih.pemalangkab.go.id/

(MOF ‘INS) 1s¥nnsuoy ueeliaxyad esifeue ueduop

rensas uweloyad way ad JepE uByMINgsy Swnjor uedusp Isup ! 6 Woo3]

e (MOM ‘INS) 1s3nnsuoy ueelayad esieue
weduop ¢ wooy eped ueelraxyad swnjoa uereyad isey uedusp Isup ! g wooy

DNVITWAHC ILVvdNd (MO9 ‘INS) 1s3nnsuoy ueeliasad esieus
ueduap ¢ wojoy eped ueelioyad swnjoa ueesiad [Isey weIusp ISUP ° J, Wwojoy

(MOd ‘INS) 1s3nnsuoy] ueelajad esieue
.................... v1083uy i ueduap ¢ woloy eped ueellayad swnjoa ueirextad sey uedusp sup : g wooy

.................... e (MO ‘INS) 1sxrnsuoy ueeliad esieue
' 7S ¢ ueduap ¢ woloy eped ueeliayad swmjoa ueipextad [sey ueduap sip ! G wooy
.................... enyey SO R T | (gsp ‘sy/,w/ i/ u : esiw) ueeliayad uenjes ueduop 1s1p  woy
ueel1axad swnjoa (wl ueduap 1siup : € wojoy
..... 0z unye], ueeliaxyad wayr eweu weduap 1sIp : 7 w0y
Buepwa uayedngey ueel1ayad ynin Jowou ueduap 1sup [ wooy
........................ UEBWBOaY] e Bsad] ML : uedueIaldy]

1810,
i - A, 1 ﬂ “ ; _ H ]
6 8 L 9 S 2 3 C 1
ISP | -1e[e uemes- | -jere uenjes- -JB[E UBTES- | ISP | -[BLQ)BW UBMBS- | -[ELISIBIU UBTYES- | -[eLaleul usnyes- | (uey/3.10) (rey/3i10) | (urey/3d10)
ISP | -lee eusu- -Je[e Bureu- -18[e Burgu- | ISP | -[BLIdjeW BUIBU- -[eLIjeur vureu- -[BLI]BW BIUBU- eliayad Juenny, Iopuep uBMIEg | 2WNOA ueelioyag werein ON
ueBIBEIa] [euIB N / veyeg vl1oy evua],
....... 07 NVAVODNV NNHVL
ONVIVINGD NALVAQEYH e NVLVINYOEY - emeeeemmseessesss VSAA MdL

NVVANAd NV.LYIVEAd NVA NVHVE NVHNLAGET VAN VOVNIL NVYNADODNHEd VNVONTA

NVYLVIVIEd NVA NVHVE NVHNLAGAN ‘VANAN VOVNAL NVWNNDONE YNVONTY LVNIO4 HOLNOD

VSAd I VSVI/ONVIVE NYVAVONEd VaVO VLY.L DNVINIL

¥102 NNHV.L

€€

JOWON

DNVIVINED 1LVvdNd NVINLVIHd
A NVIIdINVT



http://jdih.pemalangkab.go.id/

IddvNAr

‘ONVIV vdnd /\
B[eNg Igquien
>
‘C
T

ueleida)] ejo[Pduad wij,

...................... esaq
S e RWIB09Y
duerewag ustednqgey] yeiuuawad

#

ONVIVINEd NALYAOGY e NVLYINVOIII ©roreeeerememeeeses vsad
.................................................................................. NVYVOAENAd VONES VNVONTY dVENYD

VOAAN VNVONHY dvENYD LVINJOA HOLNOD

VSEd Id VSY/ONVAVE NVVAVONEd VIVO VLVL DNVILNHL
$102 NNHVL €€ ¥OWON

DNVIVINEC 1LVdNg NVINLVIHd

IA NVIIdINVT




http://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT SPICSIFIKASI PEKERJAAN

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN oot
DESA casanssiiisii i KECAMATAN ...ouomsmanssems
KABUPATEN PEMALANG

No Uraian Pekerjaan Spesifikasi Teknis
1) (2) o (3)

Tim Pengelola Kegiatan [TPK]

Dess susssnasensss Kecamatan ...... e
Kabupaten Pemalang
Tahun 20000
| ST Ketuia, | :osessaassngs
i, S SERIetarts uaosaemasepes
<< T2 ADEEOLE.  spcesnnssssuen

Keterangan :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan nama item pekerjaan

Kolom 3 : diisi dengan penjelasan s« ngkat pekerjaan, dimensi, jenis dan/
atau kualitas barang/jasa.

JUNAEDI
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT RAB PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

RENCANA ANG(ARAN BIAYA (RAB)

PENGADAAN ..o e eaeaas
DESA ... e KECAMATAN .o,
KABUPATEN PEMALANG
TAH N 20....
No | Uraian Barang/Jasa Lainnya | Volume | Satuan | Harga Satuan Jumlah Harga
1 2 3 |4 5 6
—
B Jumlah
B PPN [10%)]
B Jumlah Total
TPK DeSit oo ovevneeeeniacaennan, Kecamatan ..........ccccceeiinnns
Kabupaten Pemalang
Tahun 20.....
| O — Ketiia, = avsssssswmsisen
;2 SRR Sekretaris = ..ooeeeeeieeienn
R Anggota = ...
Kolom 1 diisi nomor urut
Kolom 2 diisi uraian jenis barang/jasa ‘ainnya
Kolom 3 diisi volume/jumlah barang, jzsa lainnya
Kolom 4 diisi satuan barang/jasa lainiya
Kolom 5 diisi harga satuan barang/j:sz lainnya . . _
Kolom 6 diisi jumlah harga satuan bzarang/jasa lainnya yang diperoleh dari hasil

perkalian antara volume barang/jasa lainnya pada kolom 3 dengan harga
satuan barang/jasa lainnyz pada kolom 5

JUNAEDI
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SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT SPESIFIKA:I TEKNIS PENGADAAN BARANG/
JASA LAINNYA

...........................................................

D D Y KECOAMATAN consesssssissiinsseen
KABUPATEN PEMALANG
TAHUIN 20....
No | Jenis Barang/Jasa Uraian Spesifikasi Teknis Jumlah
Lainnya
1 2 B 3 4
TPEK DESE osivsnssasinsssovaies Kecamatan ..........coeeeeeenienes
Kabupaten Pemalang
Tahun 20.....
L T e Ketia &= coomemame
2 1R ——— Sekretdris. .o
Bl aumssrmeies e Anggota = .eeeeeeenns
Keterangan :
Kolom 1 diisi nomor urut
Kolom 2 diisi jenis barang/jasa lainnya _
Kolom 3 diisi rincian spesifikasi tekns barangfy
Kolom 4 diisi jumlah barang/jasa lainn}'a

JUNAEDI
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT BERITA AC2RA NEGOSIASI (TAWAR-MENAWAR)
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ........ccvvovvennn

.........................................................................

PEMALANG 523......
BERITA ACARA NEGOSIAS] HARGA (TAWAR-MENAWAR)
NOMOT © .ooviviiiiin e -
Pada hari ini ................ tanggal .................. Bl s BN oo v i s imaes , yang
bertandatangan di bawah ini Tim Pengelola Kegiitan Desa ........coovveevnini... Kecamatar w..oummanasn
Kabupaten Pemalang, telah melaksanakan proses negosiasi harga (tawar-menawar) terhadap penawaran
harga yang disampaikan oleh PT/CV/UD/Toko ....... .ccccovvirni., , dengan hasil sebagai berikut :
1. Penawaran harga yang disampaikan oleh PT/CV/UD/ToKO ...oocoooreeeeeeiinnnn, adalah sebesar
RD oo [ionsimsmsmasmsisssc i s A ST SR TS ), dengan rincian sebagai berikut :
" el ~ nss - - Harga Penawaran
o enis Barang/Jasa olume | Saican Harga Satuan (Rp) Total Harga (Rp)
by o et nnsnnnsnannsnn, || mmmses | mmesnn || esessemiesenvenmemessisissssiening | sxusssiesns s s cns st
i 1| s A R R N Tl T
Jumlah Total | ...cooiiiiiiiiiiieeeeeeee,

2. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) setelah rzelalui pembahasan dengan tidak merugikan masing-
masing pihak, maka disepakati harga menjadi sehesarRp ..................... fasisssinsiivmsisssmmssn s i ),
dengan rincian sebagai berikut :

. ] Harga Penawaran
No Jenis Barang/Jasa Volume | Saruarn: Harga Satuan (Rp) Total Harga (Rp)
Lo e | e s J cesssasnnsss e asiaed (|| Sesiisise it
) e S R e | sen e
Jumlah Total | ...,
3. Negosiasi harga tersebut dapat diterima, dengsr pertimbangan :
“Harga penawaran yang disampaikan oleh PT/(CY /UD/TOKO .....covvinviiniininnnaanns dinilai wajar dan sudah
memperhitungkan pajak-pajak sesuai dengar ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku”

Demikian Berita Acara Negosiasi Harga (tawar-m:newar) ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk
dapat dipergunakan seperlunya.

Menyetujui untuk dan atas nama : G4 24D TR ——— Kecamatan ......ucissaisamsis
Kabupaten Pemalang
PT/CV/UD/Toko Tahun 20...

1 Kehia sooooassssasy

2i  naseresssspapssTeTn e SekTetans:  pusscssssmeensegs

< feossmssanessening, ATIEROA  caceessssessaan
;f ALANG,
{
._\ o

JUNAEDI
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT :UITANSI PERJANJIAN

KUI'TANSI

Homior § swsssems e
Sudah terima dari : Tim Pengelola Kegiatan Desa ............ccoccoovivinnnnne.

Kecamatan ...........cccovvveennnnn. Kabupaten Pemalang
Jumlah Uang B - -
Terbilang S st A SR e N 510 el G G5 R
Utk POmDEEIINL © ... coomrmemsmmmmsmmsmesmnnsino o 505 i i 5 - 4 55 i S5 s

Pemalomiy oo s ssvioss s

Untuk dan atas nama TPK
Kabupaten Pemalang

Ketua

.....................................

.....................................

JUNAEDI
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LAMPIRAN XII

PRTURAYBUPAT Pl

NOMOR TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT PERMINTAAN PENAWARAN

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ....... SRR ——

KECAMA’IL‘IXI-\N ............................. KABUPATEN PEMALANG

Nomor SRR Y s s e e R

.................................................................................

di PEMALANG
Perihal : Permintaan Penawaran

Dengan ini Saudara kami undang untuk mesnygikuti proses Pengadaan Barang/Jasa sebagai

berikut :
1. Paket Pekerjaan
Natia paket DEKETJAATL 1 iorivvsuissiunininsniiioniioes fosinmsanss sas i 0 5 45 abuna s sayunbos v abpn buodevsndin o sviss
Lingkup pekerjaan G R S R R R A R S B R
Nilai Pekerjaan D Rp e (s e S R T e )
Sumber pendanaan . Anggaran Pe ncapatan dan Belanja Desa.........ccocccoiee.
Kecamatan ..... .. ............. Kabupaten Pemalang
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor Kepalaa Desa .................. Kecamatan ..................
Kabupaten Pemaleng
L v 5 R S A AN R s F R
Telepon/Fax T
Saudara diminta untuk memasukan penawaran harga secara langsung, terhitung mulai tanggal
................................... S.d i
Apabila Saudara butuh keterangan dan penjeciasan lebih lanjut, dapat menghubungi Tim
Pengelola Kegiatan Desa ....................... Kecarreran ......ccooceviiininnnn Kabupaten Pemalang sesuai

alamat tersebut di atas sampai dengan batas zkhir pemasukan penawaran harga.
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

B Kecamatan ... ouvssivesenes Kabupaten
Pemalang
Ketua
[ e
ALANG,
\
\ .

JUNAEDI
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LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ......ccccevvvveueennnns

KECAMATAN ..o KABUPATEN PEMALANG
8 PPN
PEMALA! JS .........
SURAT PERINTAH KERJA Satuan ix-t;j_a i DESA s Recainatan wsvnsas

Kabupaten Pemalang

(SPK) Nomor:dei “Cangeal SPK L. . commmssemssmesssmsnmsnmssins sovssmsnssinss

Halaman .... dari ... Nomor d«n Tanggal Surat Permintaan Penawaran :

Paket Pekerjaan :

SPK in: mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal
ditandatzngani  dan  penyelesaian  keseluruhan  pekerjaan
sebagaim:rit diatur dalam SPK ini.

Sumber Dana : APBDesa ....cooevveeeeninnnnee Kecamatall «ouiseansisii Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran
............. KOode REKENITIE ..ovc.imiin cvvum s s issa s sanesseauisini sepmistns torgsanasres soss
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan .......... Cosnvaman T ) hari kalender
Nilal Pelerjaan
) ) ) Harga satuan Total (Rp)
No Uraian Pekerjaan Kuantitas Satuan Ukuran (Rp)
S A I BT s T
)_ Jumlah
- PPN 10%
B Nilai
TOIDIIBTIE . isvvnnacvssivvvvossstvsstonsss sanhsn sos sotains sauvnbeeies yasomsio s Vo senaassmrnmry s ixssssosssassns e singsosss s SNFEATR T T A 00

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hany: capat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan denga =erita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pek:r:an karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepzd« TPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK
untuk setiap hari keterlambatan.

Tim Pengelola Kegiatan | Untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa
Desa Kecamatan !
Kabupaten Pemalang

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk [ftanda tangan dan cap (jika salinan asli int untuk
Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000.,- ) ‘ TPK maka rekatkan materai Rp 6.000.,- )]
[nama lengkap] [nama lengkap)/
jabat i jabatan,
liabatan] 1 liabatan]

BUPA MALANG,

JUNAEDI
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 133

TAHUN 2014

TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA .....ccccevvevvnnnnnnn.
KECAMATAN ...........ccoseuveuee....... KABUPATEN PEMALANG

L s

PEMALANG ..o

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
NOMOT & oot eeieeeaanns

Pada hari ini ... tanggal ....... bulan ..

e tahun o,

..... , bertempat di

....................... , dimulai pada pukul ....... WIB, Tim Pengelola Kegiatan Desa ...................

Kabupaten Pema:l:ng, telah mengadakan Evaluasi Penawaran

Pekerjaan ..........cccooeiiiiiiiiiiiiiiienn, , denga-. hasil evaluasi sebagai berikut :

A. Evaluasi Administrasi

No Nama Penyedia - Persi(arata.n Admu;stram Kesimpulan
U | R TR
R R O PO TR EPP PP PIPPRPPET

Keterangan :

+ ada dan memenuhi syarat

- tidak ada

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Penawaran;

2. RAB

B. Evaluasi Teknis
- Tekni |

No Nama Penyedia 1 Pelrsyaratan © 3 S Kesimpulan
TV I I N R AT
2 O B e T B e

Keterangan :

+

memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat

Persyaratan Teknis :

1. Spesifikasi teknis pekerjaan;
2. Jadwal waktu pelaksanaan pelerjaan tidak

ditetapkan.

melampaui batas waktu yang
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C. Evaluasi Harga

No | Nama Perusahaan | 1282 I{’;g}a SR RAB [Rp] Kesimpulan
Lof s | e | e, Memenuhi/Tidak
iiiii Memenuhi Syarat *)
25§ il | oo || s ssae Memenuhi/Tidak
| 7 Memenuhi Syarat *)

Demikian Berita Acara Evaluasi Penawarzn ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap
secukupnya untuk dapat dipergunakan sclragaimana mestinya.

TPK Desa covvevviniiineennns Kecamatan ............ccoeeene.e.
Kabupaten Pemalang
Tahun 20...
1 G R R Ketita | ooy
7SS SeKretariS .ooveevvvivriiiiiinnens
£ . Anggota ...

JUNAEDI
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LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN

SURAT PZRJANJIAN
Nomor :

untuk melaksznakan Pekerjaan

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya [selanjutnya disebut
“Kontrak”]dibuat dan ditandatangani di pada hari

tanggal __ bulan tahun _ __ [tanggal, bulan dan tahun diisi
dengan huruf] antara [~ama Ketua TPK], selaku Tim Pengelola
Kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama Desa Kecamatan
Kabupaten Pemalang. yang berkedudukan di [alamat
TPK], berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan

Kabupaten Pemalang No o , selanjutnya disebut “TPK” dan

1. Untuk penyedia perseorangan, muka :
[nama penyedia], vang berkedudukan di [alamat
penyedial, berdasarkan identitas No. [No. KTP/SIM/ Paspor
Penyediaj, selanjurnya disebut * Penyedia’|

2. Untuk penyedia badan usaha :

[ [nama wakil Penyedi, [jabatan wakil Penyediaj,
yang bertindak untuk dan atas fiama [nama Penyedia], yang
berkedudukan di _ 'alamat Penyedia, berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar Nc [No. Akta Pendirian/Anggaran
Dasar]  tanggal _ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/

Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”]
MENGINGAT BAHWA :

(a) TPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan  Pekerjaan
Konstruksi/ Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi [sesuaikan dengan
jenis pengadaannya] sebagaimar.2 diterangkan dalam Lampiran Kontrak
ini [selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi/ Barang/Jasa Lainnya/

Jasa Konsultansr'|;
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(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada TPK, memiliki keahlian

profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui
untuk menyediakan Pekerjaan Xonstruksi/Barang/Jasa Lainnya/Jasa
Konsultansi [sesuaikan dengan jenis pengadaannya] sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) TPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) TPK dan Penyedia mengakui dar menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberil:an kesempatan untuk didampingi oleh
advokat;

2) menandatangani Kontrak in: s=telah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) tclah mendapatkan kesempe:tan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta
semua fakta dan kondisi yarig terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, TPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut :

“total harga Kontrak atau Nilai Kortrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
[PPN] yang diperoleh berdasarkan lhuantitas dan harga satuan pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam Dafiar Kuantitas dan Harga adalah sebesar

Rp

1.

[ o rupiah]”

peristilahan dan ungkapan dalar: Surat Perjanjian ini memiliki arti dan
makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat

Perjanjian ini;

dokumen-dokumen berikut meruoakan satu-kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak in: :

adendum Surat Perjanjian [apabila ada];

pokok perjanjian,;

surat penawaran, beserta penawaran harga;

spesifikasi khusus;

spesifikasi umum;

gambar-gambar;

Rencana Anggaran Biaya (RAL).

® e a0 T
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3. Pokum_cn Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
Jjika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen vang lain maka yang berlaku adalah

ketentuan dalam dokumen yang l:bih tinggi berdasarkan urutan hierarki
pada angka 3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik TPK dan Penyedia dinyatakan dalam
Kontrak yang meliputi khususnva :
a. TPKmempunyai hak dan kewajiban untuk :

1)
2)

3)

4)

1)

2)

6)

7)

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;

meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

memberikan fasilitas berupa sarana dan  prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyecia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

membayar pekerjaan sesu:i dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Penyedia mempunyai hak den kewajiban untuk :

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

meminta fasilitas-fasilitzs dalam bentuk sarana dan prasarana
dari TPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;

melaporkan pelaksanaari pekerjaan secara periodik kepada TPK;
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan jang telah ditetapkan dalam Kontrak;
melaksanakan dan menvelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga
kerja, bahan-bahan, perzlatan, angkutan ke atau dari lapangan,
dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pele<sanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dzlam Kontrak;

memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksana:zn vang dilakukan TPK;

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah dit:tapkan dalam Kontrak;

mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat
kegiatan Penyedia.
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0. Kontrak ini mulai berlaku efekt terhitung sejak tangoal yang ditetapkan.

dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Sur:t erjanjian ini.

DENGAN DEMIKIAN, TPK dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan
Kontrak sesuai dengan ketentu:n peraturan perundang-undangan di
Republik Indonesia.

Tim Pengelola Kegiatan Untuk dan atas nama Penyedia
Desa Kecamatan o Barang/Jasa
Kabupaten Pemalang

[tanda tangan dan cap (jika salinan | [tanda tangan dan cap (jika salinan

asli ini untuk Penyedia maka asli ini untuk TPK maka rekatkan
rekatkan materai Rp 6.000,- )/ materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [nama lengkap]

[jabatan/ [jabatan]
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG /JASA DI DESA

CONTOH FORMAT LAPORAN TPK KEPADA KEPALA DESA

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ......cccccevveunennnn.
KECAM.ATAN cessssssssassesasarsnseresses KABUPATEN PEMALANG

PEMALANG ...ooovsse
Nomor U
Lampiran : ...
Perihal . Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Kepada Yth. :

Kepala Desa. ..cvswmmsnnsss

.............................

Bersama ini kami laporkan hasil pengadaan barang/jasa yang telah

dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .................... , sebagai
berikut :

[T P T g

D s e st s SRS P NS AR SRS SRR SR e :

3. dan seterusnya

Adapun daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan beserta data
dukungnya sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksz

i 7 4 B UL R —— KeCaMBUATY voiunenvapismainise
Kabupaten Pemalang

.............................

BUPATI

JUNAEDI
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN ...oiiiiiiieieneen,

DEBA .....oonersinsinssniaini

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOY | ..
Pada hari ini ............. tanpEal s bulan .............. AN « cmsamres
.............. , kami yang bertandatangzen dibawah ini :
1. Nama OO PSPPI PP PP PP PIPTTIY
Jabatan : Ketua TPK Desa ......cocvvinnenee Kecamatan ,...sossmevrs o
Kabupaten Pcmalang, berdasarkan Keputusan Kepala
Desa ....cccoevnns oo NOTHOT ssxsnsansnss tanggal .....coosesmsisiion
tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa
.................... Kecamatan ....................... Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 20 .....
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama ST PRI eS——
Jabatan : KepalaDesa ... .....cccevniiinnnnn KeCAMATAT s avanuons

Kabupaten Pemalang
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan memperhatikan :

1. Berita Acara Negosiasi (tawa---ienawar) tanggal ... Nomor
2. Kuwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian (pilih sesuai nilai
pengadaannya) tanggal ... NOIOF ...ossnesiiitsinussssnas

maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan nasil pengadaan barang /jasa kepada PIHAK
KEDUA untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar
Pengadaan Barang/Jasa pada _zmpiran Berita Acara ini.




http://jdih.pemalangkab.go.id/

2. PIHAK KEDUA menerima hasi” rengadan barang/jasa yang diserahkan

oleh PIHAK KESATU untuk pesejaan-pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam Daftar Pengadaan Barang/Jasa pada Lampiran Berita Acara ini.

3. Lampiran-lampiran dan data du<ung dari proses serah terima ini adalah
sebagaimana terlampir dan dijelz skan dalam Lampiran Berita Acara ini.

4. Lampiran Berita Acara dan data dukung sebagaimana dimaksud dalam
angka 1, 2 dan 3 diatas meruoakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

5. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian atas hasil pengadaan
barang/jasa yang diserahkan oleti PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA,
maka PIHAK KESATU diharuskan melakukan penyesuaian-penyesuaian
dengan sebagaimana mestinya vang tanggung jawabnya berada pada
PIHAK KESATU.

Dekikian Berita Acara Serah Teriira ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima : Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Kepala Desa ...ounsimmsoises Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

87 R —
tandatangan dan cap tanda tangan dan cap

.....................................

.....................................

Catatan : N
Berita acara beserta lampirannya diiuat rangkap dua, untuk disimpan Kepala

Desa dibubuhi materai Rp 6.000 (enzm ribu rupiah) pada kolom tanda tangan
TPK, untuk disimpan TPK dibubuhi materai dan cap pada kolom Kepala Desa.
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LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH STEMPEL TIV PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

BUPATI PEMALANG,

e

JUNAEDI




